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I. SUBJEK PAJAK 

 

1. PENGERTIAN SUBJEK PAJAK 

Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu 

badan merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti orang atau badan itu punya 

kewajiban pajak. Kalau dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 

tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau 

memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban 

pajak dan disebut wajib pajak. 

Menurut Waluyo & Wirawan: Subjek Pajak diartikan sebagai orang yang 

dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan 

dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima 

atau diperolehnya dalam tahun pajak” 

Orang  atau  Badan yang melakukan kegiatan usaha dan atau yang 

melakukan tindakkan hukum terhadap pihak lain dan atau yang mempunyai 

harta kekayaan dan penghasilan yang menurut undang-undang peraturan 

perpajakan berkewajiban  melaksanakan kewajiban formil  dan materil  

perpajakan. Subjek pajak adalah orang atau badan yang memenuhi  syarat-

syarat subjektif  ( bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia ). 

 

2. Wajib Pajak 

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan  perpajakan ditentukan untuk melakukan 

kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak 

tertentu. Wajib  Pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat  

subjektif dan syarat objektif ( menerima atau  memperoleh penghasilan kena  

pajak ) 

 

3. Pembagian Subjek Pajak 

1. Subjek Pajak Penghasilan 

Pph merupakan termasuk pajak subyektif yakni pajak dikenakan karena 

ada, yakni mematuhi criteria yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. 

Dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2000 mengenai perubahan atas 

undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, subjek 

pajak terdiri dari tiga jenis, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. 

Subjek pajak juga digolongkan menjadi : 

 Subjek pajak dalam negeri 



Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah salah satu di 

bawah ini: 

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; 

b. orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di 

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 

Indonesia; 

c. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; 

d. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak 

 Subjek pajak luar negeri 

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah salah satu di 

bawah ini: 

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 

usaha tetap di Indonesia; 

b. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; 

c. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dapat 

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan 

dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 

usaha tetap di Indonesia; 

d. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan 

dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

 

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai 

Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha yang 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 

Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak 

termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

Subyek yang menjadi sasaran pajak yaitu: 

 Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha 

atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, 

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan 

barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, 

atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. 



 Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang di kenakan 

pajak, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang 

memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

 Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau 

seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang 

membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak 

tersebut. 

 Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau 

seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang 

membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena 

Pajak tersebut. 

 

3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Yang menjadi Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang 

secara nyata – nyata mempunyai status hak atas bumi dan bangunan, 

dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai 

dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tanda 

pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. 

Subjek PBB yang dikenakan kewajiban membayar PBB berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menjadi wajib 

pajak. Dalam hal objek PBB belum jelas diketahui wajib pajaknya, maka 

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak. Subjek pajak 

yang ditetapkan sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat memberikan 

keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan 

wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud. Bila keterangan yang 

diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud sebelumnya disetujui, 

maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib 

pajak. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur 

Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai 

alasan – alasannya. 

 

4. Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi 

atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek pajak 

yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak BPHTB 

menurut Undang-Undang BPHTB. 

Pihak yang terkena kewajiban melunasi bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan adalah orang pribadi dan badan hukum. Selain itu terdapat pihak 

yang dikecualikan dari kewajiban melunasi bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan, yaitu: 

1. Perwakilan diplomatik dan konsulat dengan asas timbal balik 

2. Negara untuk melaksanakan kepentingan umum 

3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan 

oleh keputusan menteri untuk menjalankan fungsinya 



4. Orang pribadi atau badan, karena konversi hak atas tanah dan 

bangunan dengan tidak ada perubahan nama 

5. Orang pribadi atau badan yang diperoleh dari wakaf 

6. Orang pribadi atau badan yang diperuntukan untuk kepentingan 

ibadah. 

 

5. Subjek Bea Meterai 

Subyek Bea Materai adalah  yang mendapat manfaat dari dokumen, 

kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. 

Pengaturan masalah Bea Meterai diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985. 

Dokumen yang dikenakan Bea Meterai hanyalah dokumen yang 

disebutkan dalam UU tersebut. Pihak yang menggunakan dokumen-

dokumen yang disebutkan dalam UU adalah subjek dari bea meterai 

artinya merekalah yang wajib melunasi sejumlah bea meterai yang telah 

ditentukan. 

 

II. PEMBAGIAN SUBJEK PAJAK  

Menurut Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, ”Pajak 

Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau 

diperoleh dalam tahun pajak”. Pasal ini diubah ketika pemerintah menetapkan UU 

No.9 Tahun 1994, yang sebelumnya berbunyi “Pajak Penghasilan dikenakan 

terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan 

yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak”. Artinya bahwa 

pengubahan menjadi Subjek Pajak dilakukan demi menjaga konsistensi atas 

pengenaan terhadap Pajak Penghasilan, karena setiap pemungutan Pajak 

Penghasilan harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.  

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan, bahwa yang menjadi subjek 

pajak dalam Pajak penghasilan adalah : 

1) Orang pribadi (Perseorangan). 

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia, atau 

pun tidak bertempat tinggal di Indonesia. 

2) Warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan. 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak 

pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan 

warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar 

pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat 

dilaksanakan. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi 

sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai 

subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya. 

3) Badan. 

Pengertian „badan‟ menurut Pasal 1 Angka 3 UU KUP adalah sekumpulan 

orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 

maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 



komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 

nama dan dalam bentuk apapu n, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 

atau organisasi yang sejenis, embaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan 

lainnya termasuk reksadana. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula 

asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai 

kepentingan yang sama.  

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek 

pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu 

dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki 

oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. 

Namun, terdapat unit tertentu dari badan pemerintah yang dikecualikan sebagai 

subjek pajak, yang memenuhi kriteria:  

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan 

fungsional negara. 

4)   Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

Bentuk Usaha Tetap ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri sebagai Subjek 

Pajak Luar Negeri, sekalipun tatacara pengenaannya serta ketentuan 

administrasi perpajakannya sama dengan wajib pajak dalam negeri. 

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (5), UU No. 36 Tahun 2008-PPh, dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap, adalah bentuk usaha yang 

dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 

atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 

bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, yang dapat 

berupa: 

a. Tempat kedudukan manajemen ; 

b. Cabang perusahaan ; 

c. Kantor perwakilan ; 

d. Gedung kantor ; 

e. Pabrik ; 

f. Bengkel ; 

g. Gudang ; 

h. Ruang untuk promosi dan penjualan ; 

i. Pertambangan dan penggalian sumber alam ; 

j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi ; 

k. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan ; 

l. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 

12 (dua belas) bulan ; 



m. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

bebas ; 

n. Agen atau pegawai asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia yang dapat menerima premi asuransi atau 

menanggung resiko di Indonesia ; dan 

o. Computer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, 

atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan usaha melalui internet. 

p. Computer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, 

atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan usaha melalui internet. 

 

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha 

(place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung 

termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen 

elektronik atau peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki, 

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat 

permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Pengertian bentuk 

usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang 

kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi 

atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia. 

 

Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) 

Subjek Pajak dapat dibedakan atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar 

negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPh. 

1. Subjek Pajak dalam negeri adalah: 

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; 

b. orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan; 

c. orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; 

d. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak; 

e. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

2.   Subjek Pajak luar negeri adalah: 

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; 

b. orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan; 

c. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, 

yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia; 

d. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; 



e. orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan; 

f. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia,yang yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 

Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 

bentuk usaha tetap di Indonesia. 

Pemilihan batas waktu, yaitu 183 hari, sebagai penentu apakah subjek pajak 

dikatakan sebagai SPDN atau SPLN, kurang lebih mengacu pada peraturan 

kependudukan di Indonesia. 

 

III. TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK 

Pengecualian sebagai subjek pajak diatur dalam Psl 3 UU PPh, dimana dalam pasal 

tersebut dikemukakan bahwa yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak adalah : 

a. Kantor Perwakilan Negara Asing ; 

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain 

dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, yang 

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat : 

1. Bukan Warga Negara Indonesia; 

2. Tidak menerima penghasilan lain diluar tugas dan jabatannya; 

3. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama (azas timbal 

balik). 

c. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan terakhir dengan PMK No.215/PMK.03/2008 tentang 

Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat 

Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak 

Penghasilan s.t.b.k.d.t.d. PMK No.166/PMK.011/2012, dengan syarat : 

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan 

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang 

dananya berasal dari iuran para anggota. 

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan (sebagaimana dimaksud huruf c), dengan syarat 

bukan WNI, dan di Indonesia tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

 

Penjelasan Pasal 3 huruf (a) dan (b) tersebut diatas, menerangkan bahwa sesuai 

dengan kelaziman yang berlaku secara Internasional, bahwa badan perwakilan 

negara asing beserta pejabat-pejabatnya, serta orang yang diperbantukan, serta 

tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI, tidak melakukan kegiatan lain, 

serta negara asing tersebut memberikan perlakauan yang sama (azas timbal balik), 

dikecualikan sebagai subjek pajak. Pengecualian tersebut tidak berlaku, apabila 

mereka memperoleh penghasilan lain di Indonesia, diluar jabatannya atau mereka 

adalah WNI. Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing, 

memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya, maka ia termasuk subjek pajak 

yang dapat dikenakan pajak atas penghasilan tersebut. Namun apabila negara asal 

pejabat tersebut memberikan pembebasan pajak kepada perwakilan Indonesia, atas 



penghasilan lain diluar tugas dan jabatannya, maka kembali lagi berlaku asas timbal 

balik. 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal 3 huruf (c) dan (d), diatur lebih lanjut dalam 

PMK seperti disebut diatas. Yang dimaksud dengan organisasi Internasional adalah 

organisasi/badan/lembaga/asosiasi /perhimpunan/forum antar pemerintah atau non 

pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama Internasional dan 

dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama, sedangkan yang 

dimaksud dengan pejabat perwakilan organisasi Internasional adalah pejabat yang 

diangkat langsung oleh induk organisasi Internasional yang bersangkutan untuk 

menjalankan tugas atau jabatan dalam organisasi tersebut di Indonesia. 

Selanjutnya dikemukakan bahwa organisasi Internasional bukan merupakan subjek 

pajak penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut ; 

a. Indonesia menjadi anggota organisasi didalamnya dan; 

b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari 

Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal 

dari iuran para anggota. 

 

Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau 

kebudayaan tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. kerjasama teknik tersebut memberi manfaat pada Negara/Pemerintah 

Indonesia; 

b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari 

Indonesia. 

 

Pejabat perwakilan dari organisasi Internasional tersebut diatas, bukan merupakan 

subjek pajak penghasilan, apabila memenuhi syarat sebagai berikut : 

a) Bukan Warga Negara Indonesia; dan 

b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia 

 

Organisasi Internasional dan pejabat perwakilan organisasi Internasional yang tidak 

memenuhi syarat tersebut diatas, dikenakan Pajak Penghasilan, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Misalnya seorang pejabat perwakilan organisasi 

Internasional diluar tugas pokoknya contoh menjadi pengajar bahasa asing di 

lembaga kursus swasta, atau pembicara pada suatu seminar, kemudian mendapat 

honor, maka honor tersebut dikenakan pemotongan PPh Psl 21, atau Psl 26, oleh 

penyelenggaranya. 

Mengenai Organisasi Internasional yang dikecualikan sebagai subjek pajak, seperti 

dimaksud diatas secara garis besar dapat disebut disini yaitu : 

a. Badan-Badan Internasional dari PBB (terdapat 15 organisasi) 

b. Colombo Plan (ada 8 organisasi) 

c. Kerjasama Tehnik (terdapat 18 kerjasama tehnik) 

d. Kerjasama Kebudayaan (ada 4 kerjasama kebudayaan) 

e. Organisasi –Organisasi Internasional lainnya (terdapat 54 badan) 



f. Organisasi Swasta Internasional (terdapat 18 organisasi). Apabila ada 

organisasi internasional, tapi tidak termasuk dalam daftar dimaksud, maka 

organisasi internasional tersebut menjadi subjek pajak. 

 

IV. OBJEK PAJAK  

Dalam perpajakan, yang dimaksud dengan objek pajak yaitu apa-apa yang 

dikenakan pajak. Mengingat penting dan strategisnya objek pajak dalam 

perpajakan, baik hukum maupun akuntansi, sehingga dalam UU perpajakan 

Indonesia dengan tegas.  

Objek Pajak dalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pajak atau dapat 

dikenakan pajak baik berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. (Dalam bahasa 

Jerman disebut Taatbestand). 

Contoh :  

Keadaan : kekayaan seseorang pada saat  tertentu, memiliki kendaraan,   tanah, 

rumah. 

Perbuatan :  melakukan penyerahan barang  karena jual beli, perjanjian, dll. 

Peristiwa : segala sesuatu yang terjadi diluar  perkiraan manusia, keuntungan, 

secara mendadak, mendapat anugrah  atau penghargaan yang dapat dinilai  dengan 

uang. 

Objek Pajak dapat dikelompokan menjadi. 

1. Objek  Pajak  berupa  Kekayaan, 

      contoh : Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Objek Pajak berupa Penghasilan, 

       contoh : Pajak  Penghasilan. 

3. Objek Pajak berupa Kegiatan dalam  Lalulintas Hukum , 

      contoh : PPN, Bea Meterai,  BPHTB. 

 

Dalam website pemerintah pengurus dan pengelola pajak negara dinyatakan bahwa  

Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari 

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

1) Objek Pajak Penghasilan 

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik 

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai 

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang 

bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk: 

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk 

lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak 

Penghasilan; 

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; 

c. laba usaha 

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 



 keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

 keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya 

karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota 

; 

 keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan atau pengambilalihan usaha; 

 keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan 

antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya; 

f. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi ; 

h. royalti; 

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. premi asuransi; 

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah. 

r. Surplus Bank Indonesia 

s. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mnegatur 

mengenai KUP. 

 

      Objek Pajak yang dikenakan PPh final 

Atas penghasilan berupa: 

 bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya; 

 penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek; 

 penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, 

serta 

 penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 



 

2) Objek Pajak Pertambahan Nilai 

Pada prinsipnya semua barang dan jasa merupakan objek PPN, karena PPN 

dikenakan atas konsumsi barang dan atau jasa di dalam Daerah Pabean. 

Namun demikian, dengan pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya, ada 

barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari 

pengenaan PPN dan dibebaskan dari pungutan PPN. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah  

terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, Pajak Pertambahan 

Nilai dikenakan atas:                      

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 

oleh Pengusaha. 

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: 

a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; 

b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa 

beli dan  

c. perjanjian leasing;  

d. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau 

melalui juru 

e. lelang 

f. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena 

Pajak 

g. e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan 

semula tidak    untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat 

pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas 

perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan sepanjang Pajak 

Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan 

dapat dikreditkan; 

h. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau 

sebaliknya dan 

i. penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang; 

j. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi. 

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak 

adalah:      

a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana 

dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang                              

b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang 

c. Penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak 

memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang. 

2. Impor Barang Kena Pajak 

Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah 

Pabean ke dalam Daerah Pabean. 

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 

oleh Pengusaha 

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena 

Pajak yang berupa setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan 



atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau 

kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang 

dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan 

dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. 

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean 

di dalam Daerah Pabean 

Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean 

adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak     tidak berwujud 

dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean. 

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 

Pabean 

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap 

kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah     Pabean di 

dalam Daerah Pabean. 

6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak 

Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah 

Pabean ke luar Daerah Pabean. Penetapan jenis barang yang tidak 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan atas kelompok-kelompok 

barang sebagai berikut:                      

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil 

langsung dari sumbernya; 

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat 

banyak;  

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah 

makan, warung, dan sejenisnya;          

4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. 

3) Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang dikelola 

oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai (BM) dan Bea Perolehan Hak Tas 

Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). PBB adalah termasuk jenis pajak 

objektif, di mana yang lebih ditekankan dalam pengenaan pajak ini adalah 

pada objeknya. Hal ini bisa kita lihat dari susunan pasal dalam Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1985 dan perubahannya yang menempatkan pasal 

tentang objek pajak lebih dahulu daripada subjeknya. 

Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan, yaitu : 

a. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di 

bawahnya 

b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam / dilekatkan secara tetap 

pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan 

adalah : 

• jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan 

seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut 

• jalan tol 



• kolam renang 

• tempat olahraga 

• galangan kapal, dermaga 

• taman mewah 

• tempat penampungan / kilang minyak, aiar dan gas, pipa 

minyak 

• fasilitas lain yang memberikan manfaat 

 

4) Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Yang termasuk  Objek BPTHB adalah hak atas tanah dan bangunan. 

 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak 

yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 

 Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan 

atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 

 Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, 

beserta bangunan diatasnya sebagaimana dalam undang-undang nomor 

5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Yang menjadi objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah 

dan atau bangunan, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, 

meliputi : 

 Pemindahan hak karena : 

1. jual beli; 

2. tukar-menukar; 

3. hibah; 

4. hibah waris; 

5. waris; 

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; 

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

8. penunjukan pembeli dalam lelang; 

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 

10. penggabungan usaha; 

11. peleburan usaha; 

12. pemekaran usaha; 

13. hadiah; 

 Pemberian hak baru karena : 

1. pelanjutan pelepasan hak; 

2. diluar pelepasan hak 

Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak 

pengelolaan 

 

5) Objek Bea Meterai 



Objek Bea Materai menurut Undang-Undang No.13 tahun 1985 adalah 

DOKUMEN (kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud 

tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-

pihak yang berkepentingan). Sedangkan subjek Bea Materai adalah orang 

pribadi yang membuat atau badan yang memerlukansurat atau dokumen. 

 Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk 

digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau 

keadaan yang bersifat perdata 

1. Akta-akta notaries termasuk salinannya 

2. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk 

rangkap-rangkapnya 

3. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000,- : 

a. yang menyebutkan penerimaan uang 

b. yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan ung dalam 

rekening di bank 

c. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank 

4. yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya 

telah dilunasi atau diperhitungkan 

5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga 

nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,- 

6. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya 

lebih dari Rp 1.000.000,- 

7. Dokumen lain yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka 

pengadilan : 

a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan 

b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Materai berdasarkan 

tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan untuk 

orang lain, lain dari maksud semula untuk orang lain, lain dari maksud 

semula. 

 

 

V. WAJIB PAJAK 

Wajib pajak. Kita semua mungkin familiar dengan kata ini. Sayangnya, banyak 

orang yang salah duga memaknai pengertian wajib pajak. 

Kebanyakan orang memahami makna wajib pajak sebatas mereka yang melaporkan 

dan membayar pajak. Akibatnya, pemaknaan akan hak dan kewajiban wajib pajak 

Jadi kabur. 

 

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 

 

 



 Berikut 3 anggapan salah duga tentang pengertian wajib pajak: 

 

1. Wajib Pajak Hanya Sebatas Orang yang Membayar dan Melaporkan Pajak 

Orang-orang di sekitar kita banyak beranggapan wajib pajak adalah warga 

negara yang membayar pajak. Padahal, menurut undang-undang, wajib pajak 

juga memiliki wewenang memungut pajak. 

Wajib pajak ini adalah bendahara, pejabat pemegang kas, badan tertentu baik 

swasta atau pemerintah yang berkenaan dengan impor dan usaha produksi 

otomotif dan semen serta badan tertentu yang memungut pajak dari pembeli 

atas penjualan barang sangat mewah. 

  

2. Wajib Pajak Adalah Mereka yang Memiliki NPWP 

Anggapan ini juga ternyata keliru karena wajib pajak belum tentu memiliki 

NPWP. Wajib pajak dijelaskan lebih lanjut termasuk pribadi yang belum atau 

tidak memiliki NPWP. 

 

3. Mereka yang wajib memiliki NPWP adalah seseorang atau badan yang telah 

memenuhi syarat subjektif pajak yaitu sesuai dengan kriteria subjek dari 

pembayaran dan objektif pajak yaitu memiliki transaksi atau sumber 

pendapatan yang bisa dikenakan pajak. 

 Karena adanya syarat subjektif dan objektif, maka wajib pajak harus 

memiliki NPWP ketika yang bersangkutan membayar, memotong, dan 

memungut pajak. Tujuannya untuk memudahkan pendataan dan 

pendokumentasian. 

 Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP contohnya adalah karyawan yang 

bekerja pada satu instansi kemudian menerima gaji tanpa 

menginformasikan NPWP ke perusahaannya. Orang tersebut tetap disebut 

wajib pajak karena tetap membayar dan melaporkan pajaknya melalui 

perusahaan. 

 Meski demikian, wajib pajak ini berkewajiban melaporkan pajak 

pribadinya seperti diperintahkan undang-undang perpajakan. Berdasarkan 

ketentuan perpajakan, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP harus 

dipotong lebih besar 20% dari jumlah pemotongan yang seharusnya. 

  

4. Wajib Pajak Adalah Mereka yang Memiliki Penghasilan 

Banyak orang masih beranggapan wajib pajak hanya mereka yang memiliki 

penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Padahal, mereka 

yang memiliki penghasilan di bawah PTKP tetap dianggap sebagai wajib 

pajak dan berkewajiban untuk melaporkan pajaknya. 

 


